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Motto : 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya”. (Qs. An Najm: 39) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi seperti yang terjadi pada saat ini, memberikan dampak 

besar bagi perkembangan dunia bisnis terutama bisnis restoran, bidang usaha yang 

menjual produk kuliner dan sekaligus beserta suasana dan pelayanannya. Di 

Indonesia saja, ada banyak restoran yang berdiri di kota Palembang, baik restoran 

biasa maupun restoran hotel, karena Palembang sebagai kota yang sering 

menyelenggarakan kegiatan nasional maupun internasional yang mengakibatkan 

terjadinya arus perputaran penduduk. 

Maraknya restoran di Indonesia khususnya di kota Palembang membuat 

semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi sangat 

disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif belaka tidak peduli 

apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau 

makanan yang tidak halal (haram).1 

 

                                                           
1 Zahirablog, Seberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran, 

http://www.zahiraccounting.com/id/blog/Seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal-bagi-membuka-
restoran/, diakses tanggal 15 Desember 2014. 
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Begitu juga dengan pelaku usaha restoran tersebut yang cenderung acuh atau 

tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi (sajikan). Para pelaku usaha 

restoran tersebut beranggapan bahwa mereka memproduksi atau membuat 

makanan sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu 

mereka ketahui yang aman belum tentu makanan tersebut halal, apalagi dari sisi 

keamanan pangan yang meliputi hygiene dan sanitasi tempat produksi makanan.2 

Halal artinya boleh dimakan, boleh dipergunakan menurut aturan agama.3 

Kata halal menurut bahasa Arab berlawanan arti dengan yang haram, yang berarti 

harus atau wajib. Menurut Al-Qardawi halal dari segi istilah adalah perkara yang 

diharuskan yang terlepas dari larangan dari melakukannya, dan Allah memberi 

izin untuk melakukannya. Syari’ah telah menuntun kita untuk melaksanakan 

segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya secara menyeluruh 

atau Kaffah.4 

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah ayat 168 : 

ا فيِ الأْرَْضِ حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَ تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّیْطَانِۚ   یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

 إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ 

                                                           
2 Ibid. 
3 Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, Terbit Terang, 

Surabaya, 1999, hlm. 148. 
4 Zahirablog, Op.Cit.. 
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Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. Karena itu, halal 

bagi orang Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, 

memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap kehalalan pangan dan 

produk lainnya adalah conditio sine qua non (tanpa adanya syarat, akibat tidak 

akan timbul). Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi 

masyarakat akan konsumsi makanan halal.  

Makanan Halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 

haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut 

bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong 

lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses genetika dan radiasi 

pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama 

Islam.5 

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan 

beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan 

dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk untuk 

                                                           
5 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, PP No. 69 Tahun 1999, 

LN No. 131 Tahun 1999, TLN No. 3867, Pasal 1 ayat (5). 
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mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin 

kualitas hidup dan kehidupan manusia. 

Menurut Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Hak konsumen adalah hak 

atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa.” Sedangkan huruf c menyebutkan bahwa: “ Hak atas informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. 

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak 

mendapatkan makanan dan minuman yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi 

serta informasi yang jelas.  

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 8 ayat 1 yang menegaskan bahwa: “Pelaku usaha dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang 

dicantumkan dalam label”. 

Kemudian pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam 

negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada 

Kemasan Pangan”. 
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Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 

dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau 

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, 

bertanggung-jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan 

keterangan atau tulisan halal pada label”.  

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa produsen atau pelaku usaha 

khususnya pelaku usaha restoran seharusnya tahu bahwa dilarang 

memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus 

bertanggung-jawab atas apa yang diperdagangkan. Tetapi pada saat ini aturan 

tersebut belum menjamin kepastian hukum. 

Oleh karena itu pemerintah pun telah mengatur mengenai hal tersebut dalam 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-

Undang yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan 

kepastian ketersediaan bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi 

dan menjual Produk Halal.6 

 

                                                           
6
 Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014, LN 

No. 295 Tahun 2014, TLN No. 5604, Pasal 3. 
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Sertifikasi produk halal inilah yang merupakan serangkaian proses yang harus 

dilalui pelaku usaha khususnya pelaku usaha restoran untuk mendapatkan 

sertifikat halal. Sertifikat halal  kemudian digunakan oleh pelaku usaha restoran 

sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal 

pada produk olahannya. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku 

usaha restoran dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan 

informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk olahannya. 

Menurut pasal 4, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. 

Namun pada kenyataannya produk yang beredar di masyarakat belum semua 

terjamin kehalalannya. Banyak pelaku usaha yang mengklaim produknya halal 

tetapi tidak memiliki sertifikat halal. Padahal Sertifikasi halal dapat mecegah 

kesimpangsiuran status kehalalan dan untuk menentramkan batin yang 

mengonsumsinya. Sertifikat halal wajib diberikan untuk industri pengolahan dan 

restoran, rumah potong hewan serta jaminan halal dari produsen.7  

Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal 

beberapa tahun belakangan ini menambah keresahan konsumen muslim yang 

berusaha menjalankan syariat agamanya. Seperti kasus di tahun 2015, media sosial 

ramai membicarakan adanya temuan kandungan unsur babi dalam bumbu yang 

                                                           
7 Aisyah Girindra, dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal, Pustaka Jurnal Halal, 

Jakarta, 2008, hlm. 99-101. 
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dipakai restoran Solaria di Balikpapan Plaza, Kalimantan Timur. Kasus indikasi 

kandungan haram dalam menu Solaria bukan baru pertama kali, dua tahun lalu 

juga pernah terjadi. Restoran Solaria sendiri sebenarnya sudah memiliki sertifikat 

halal dari MUI dan telah memiliki outlet yang menyebar di sejumlah kota besar di 

Indonesia. Tidak terkecuali di Palembang, ada 4 outlet Solaria. 

Contoh tersebut memperlihatkan gejala lemahnya kedudukan konsumen. 

Persaingan antar pelaku usaha dalam meraih keuntungan semakin meningkat dan 

cenderung mengabaikan kepentingan konsumen perihal halal-haram menjadi 

sering tidak dipertimbangkan. Pelaku usaha sering sekali mengabaikan standar 

atau aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum 

antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang 

menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk 

yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen 

dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja 

akan merugikan konsumen.8 

 

                                                           
8 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1. 
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Melihat pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan suatu produk, 

maka proses sertifikasi bisa dikatakan sebagai proses yang sakral. Oleh karena itu, 

penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang sertifikasi halal. 

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban yang jelas dan sah mengenai 

“PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN 

RESTORAN HOTEL DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN 

PRODUK HALAL”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan restoran hotel di 

Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal? 

2. Bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha restoran hotel melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal? 
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C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan restoran 

hotel di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pelaku usaha restoran hotel 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat: 

1. Dari Segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum 

khususnya dibidang hukum sertifikasi halal. 

 

2. Dari Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya 

dibidang hukum khususnya hukum sertifikasi halal.  
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup  

pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan restoran hotel yang ada di Kota 

Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran sertifikasi halal 

tersebut. 

Di dalam penelitian ini, restoran yang penulis maksud berbeda dengan rumah 

makan atau warteg/warung, restoran yang merupakan tempat makan yang 

memiliki standarisasi dan sistem manajemen yang jelas, identik dengan kata 

mewah karena ditujukan untuk kalangan menengah ke atas dan ukuran interior 

yang selalu luas, yaitu restoran hotel. Karena penulis menganggap restoran 

tersebut mampu untuk melaksanakan sertifikasi halal. 

 

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta 

mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini sering kali 

diketengahkan dan diutarahkan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung 

konsep-konsep penelitian yang kita pergunakan. Kerangka teoritis dan 

konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-

definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan 

operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari kerangka teoritis dan konsepsional 
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yang baik dan mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan 

penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.9 

1. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori Efektivitas Hukum. 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita 

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengakatan 

bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 

sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau 

tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.10  

Secara umum kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekat sasaran, 

berarti semakin tinggi efektifitasnya.11 Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap 

tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku 

pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut 

mematuhi hukum.12 

                                                           
9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dala Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 30.  
10 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),  Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375. 
11 Sondang P. Siagian,  Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, 

hlm. 24 
12 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya CV, Jakarta, 

1989, hlm. 1. 
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Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud 

dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang 

ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah 

hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan 

masyarakat.13 Oleh karena itu, kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah 

memenuhi tiga unsur sebagai berikut:  

a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada 

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut 

cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila 

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya 

(J.H.A.Logeman);  

b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya 

kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), 

atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan); 

c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita 

hukum sebagai nilai positif tertinggi.14 

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam 

masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah 

merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, 

melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) 

                                                           
13 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm. 19. 
14 Ibid., hlm. 57. 



13 
 

 
 

tersebut dijalankan atau bekerja.15 Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang 

harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat 

bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu: 

a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam 

peraturan hukum tersebut;  

b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, 

baik yang mematuhi atau melanggar hukum;  

c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan; 

d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk 

berbuat sesuai hukum.16 

2. Kerangka Konseptual 

 Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta 

yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut.17 

Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang 

lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.18 

Dari uraian kerangka teori diatas, peneliti akan menjelaskan beberapa konsep 

dasar yang akan digunakan dalam skripsi ini antara lain: 

                                                           
15 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 70. 
16 Ibid., hlm. 72. 
17 Sotandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya, Huma, 

Jakarta, 2002, hlm. 132. 
18

 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67. 
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1. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal 

melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses 

produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga 

Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM-MUI).19 

2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk 

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat.20 

3. Makanan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara 

atau metode tertentu. Misalnya pemasakan, pengeringan, pemanggangan, 

pemekatan, penyaringan, pendinginan atau pembekuan, dan sebagainya 

baik dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.21 

4. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara 

komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua 

tamunya baik berupa makan dan minum.22 

 
 
 
 

                                                           
19 LPPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, 2008, hlm. 8. 
20 Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 

295 Tahun 2014, TLN No.5604, Pasal 1 ayat (1). 
21 Indonesia, Undang-Undang tentang Pangan, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 

2012, TLN No.5360, Pasal 1 ayat (19). 
22 Marsum, Restoran dan Segala Permasalahannya, Andi Plubisher, 2010, hlm. 7. 
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G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. 

Menurut Abdulkadir Muhammad Penelitian hukum sosiologis atau empiris 

adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif in action pada setiap peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat.23 Penelitian hukum empiris terdiri dari: 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum. 

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.24 

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian 

terhadap data primer) yaitu meneliti peraturan-peraturan hukum yang 

kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup disekitar 

masyarakat. 

 

 

 

 

                                                           
23 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 133. 
24 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Cetakan pertama, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41-42. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup 

pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang 

Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu 

bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran 

yang ditelaah oleh ilmu tersebut.25 

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan konseptual beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam 

ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan 

isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi 

hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.26 

 

 

 

                                                           
25 The Liang Gie, Ilmu Politik; suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan Lingkup 

Metodologi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982,  hlm. 47. 
26  Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek, pengamatan, dan/atau objek dari 

suatu penelitian.27 Sedangkan sampel adalah contoh dari suatu populasi atau 

sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili 

populasi atau sub-populasi.28 

Dalam penelitian skripsi ini populasinya adalah seluruh restoran hotel  

yang ada di Kota Palembang, sebagai sampel hanya restoran hotel yang 

melakukan sertifikasi halal, yaitu Fave Hotel dan restoran hotel yang tidak 

melakukan sertifikasi halal, yaitu Hotel Grand Duta Syariah. Proses untuk 

menarik sample menggunakan Non-probability sampling design. Non-

probability sampling design tidak mengikuti dasar-dasar probabilita. Dasar 

utamanya adalah logika dan “common sense”.29 

Menggunakan metode penentuan sampel yaitu Purposive Sampling. 

Teknik Purposive Sampling yaitu “teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”.30 Teknik ini dapat diartikan sebagai suatu proses 

pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang 

hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan 

                                                           
27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 98. 
28 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan pertama, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 172. 
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 28. 
30 Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.  
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tujuan-tujuan tertentu dan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang 

ditetapkan.  

Purposive/Judmental Sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan tertentu atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal 

ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat 

mewakili populasi dalam penelitian ini.31 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara. Wawancara ini akan 

dilakukan dengan : Wakil Direktur LPPOM-MUI Sumatera Selatan, Bagian 

Sertifikasi dan Layanan Informan BPOM kota Palembang, General Manager 

Favehotel Palembang dan Receptionist Hotel Grand Duta Syariah Palembang. 

 

 

 

                                                           
31

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 91. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian 

kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini terdiri dari :32 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.33 

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan 

pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk 

himpunan peraturan perundang-undangan seperti : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, 

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal, 

f. Peraturan-peraturan terkait lainnya. 

 

 

                                                           
32 Soerjono Soekanto, Op. Cit.., 1986, hlm. 52.  
33 Zainuddin Ali, Op.Cit.., hlm. 47. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan tentang bahan 

yang berasal dari badan hukum Primer yan terdiri dari : 

a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, 

b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan, 

c. Hasil karya ilmiah pakar hokum, 

d. Pendapat pakar hokum, 

e. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan.34 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.35 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas 

hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta 

mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 

penulisan skripsi ini. 

2) Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penulisan kali ini, 

                                                           
34 Bambang Waluyo, Op. Cit., hlm. 7-8. 
35

 Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm. 106. 
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teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur 

yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan 

yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya dapat berkembang dengan 

jalannya wawancara.  

 6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.36 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, kualitatif 

adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh.37 

Data yang diperoleh dari suatu kepustakaan dan studi lapangan 

dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memisahkan atau memilah data 

yang ada, mana yang diperlukan dan mana yang tidak sehubungan dengan 

masalah yang dibahas. Metode analisis data yang tidak berdasarkan angka-

angka tetapi data yang telah didapat dirangkai dengan kata-kata dan 

kalimat ataupun dapat diartikan data yang diperoleh, dipilih dan disusun 

                                                           
36 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989, 

hlm. 263. 
37 Mukti Fajar, Op.Cit., hlm. 192. 
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secara sistematis berdasarkan obyek yang diteliti. Sedangkan penyusunan 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan 

terlebih dahulu kemudian dianalisa dan selanjutnya disimpulkan.           

       7. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Teknik penarikan kesimpulan dibagi dua modul prosedur penalaran, 

yaitu pemikiran analistis deduktif adalah pemikiran untuk menarik suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Dan 

pemikiran analistis induktif digunakan pada penelitian hukum yang 

menerapkan strategi penelitian studi kasus. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan 

kesimpulan induktif yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan 

berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut induksi, cara mempelajari 

sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan 

hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual.  
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Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-

pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam 

menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat 

umum.38 

 

H. Lokasi Penelitian  

Dalam pelaksanaan peneilitian ini, penulis menetapkan yang menjadi lokasi 

penelitian adalah kota Palembang, dikarenakan yang menjadi objek penelitian ini 

merupakan Kota Metropolis yang saat ini semakin banyak tumbuh dan 

berkembang Hotel yang menyajikan makanan tidak hanya bagi penghuni hotel, 

tetapi juga pengunjung yang sengaja datang ke hotel. 

Lokasi penelitian dalam Skripsi ini adalah Lembaga dan Restoran Hotel yang 

ada di kota Palembang, yaitu: 

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM-MUI) Sumatera Selatan, Jalan Kapten Anwar Sastro 

No.1061 Palembang. 

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang, Jalan Pangeran 

Ratu Seberang Ulu 1 Palembang. 

3. Restoran Favehotel Palembang, Jalan Basuki Rahmat No.1681 

Palembang. 

4. Restoran Hotel Grand Duta Syariah, Jalan Radial No.1, 24 Ilir Palembang. 

                                                           
38 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.48. 
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